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NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUPIORI NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SUPIORI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta
pendeteksian dini potensi penycbaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) varian Omicron, sebagaimana dimaksud dalam
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7183/8J,
tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) varian
Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi
PeduliLindungi, maka perlu diubah Peraturan Bupati Supiori
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Keschatan Scbagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Kabupaten Supiori;

bahwa upaya penanggulangan/penanganan penularan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) varian Omicron scbagaimana
dimaksud pada huruf a, harus tetap dilaksanakan dengan
mengikuti protokol Keschatan pada kondisi pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19);

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Supiori tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Supiori
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencrapan Disiplin  dan
Penegakan  Hukum  Protokol Keschatan Scbagai  Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Kabupaten Supiori;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irlan  Barat dan Kabupaten-kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);
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Undang-Undang ~ Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan  Bencana  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349),;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan
Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi
Masyarakat Di Tempat dan fasilitas Umum Dalam Rangka
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/413/2020
tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

13. Pedoman Penceganhan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Kementerinn Keschatan Republile Indonesias
Revisi Ke-5;

14, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daecrah Dalam Ranghs
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Proinkol Keschatan
Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penpgendalinn Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor @ 440/7183/8J,
tanggal 21 Desember 2021 tentang  Pencegahan  dan
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) varian
Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi
PeduliLindungj;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUPIORI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN SUPIORI

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Supiori Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Couvid-19) di Kabupaten Supiori (Berita
Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Supiori Nomor 011), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan
mematuhi protokol Kesehatan antara lain meliputi :
a. Bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan
mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang
lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;

3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing);

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS); dan

5. menerapkan protokol Kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan SM
(memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/handsanitizer, menjaga jarak,
mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing,
treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak
interaksi untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 varian Omicron.

b. Bagi pelaku usaha, pengelola dan penyelenggara/penanggungjawab tempat dan

fasilitas umum : o _
1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan
pengendalian Covid-19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan Kesehatan bagi setiap orang
vang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
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upaya pengaturan jaga jarak;

pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam

penularan dan tertularnya Covid-19;

7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi
penyebaran Covid-19;

8. wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi; dan

9. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi

dengan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.

cak

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17

(1) Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Supiori untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Peraturan bupati ini;

(2) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori untuk melakukan
percepatan target vaksinasi dalam wilayah daerah sesuai target yang sudah
ditetapkan, antara lain dengan :

a. untuk dosis pertama 70% (tujuh puluh persen) dan khusus lansia target
capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan
semua jenis vaksin;

b. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 11
(sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk
dosis pertama dan lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis
pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVak/Sinovac-Bio Farma; dan

c. melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua sehingga mengurangi perbedaan
(gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri

PR D .:~\c Sorendiweri
taide M Desember 2021
cZal\ Kabupaten Supiori

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 02
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUPIORI
NOMOR 2 TAIHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUPIORI NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI KABUPATEN SUPIORI
UMUM

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) varian Omicron serta penegakan penggunaan
Aplikasi PeduliLindungi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi di daerah
yang mengatur penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan.

Penyesuaian regulasi dimaksud dipertegas dengan Surat Menteri Dalam negeri

Nomor : 400/8615/0TDA, tanggal 27 September 2021 Perihal Fasilitasi Penyiapan
dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, maka dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Bupati Supiori Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Supiori.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI NOMOR 002
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